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PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor  : 700/1086/TDAPROV.IV/2024 Palembang, 21 Oktober 2024
Sifat : Rahasia —
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Petemnakan
Provinsi Sumatera Selatan
di -

Palembang

Memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 700/117/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 10 September 2024

sebagal pelaksanaan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 langgal 05 Juli 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan Provinsi
Sumatera Selatan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. Membuat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator
kinerja.

2. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta
menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumhya,

3. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal
yang dilaksanakan dengan pendalaman memadai.

4. Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut
atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal serta memanfaatkan

hasil evaluasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dimasa yang
akan datang.

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kine

fja intemal Tahun 2023 yang
masih dalam proses penyelesaian

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tindak lanjut yang
Saudara lakukan agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan melalui Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari sejak surat ini diterima, guna pemutakhiran data selanjutnya,

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA
Tembusan disampaikan kepada Yth, H.mmm:mm;
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

SURAT TUGAS
NOMOR : 700/ /ST/ITDAPROV.IV/2024

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana telah diubah cengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan;

Peraturan Gubermur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sissunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan:
Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/004/KPTS/
ITDAPROV/2024 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024,

MEMERINTAHKAN :

Nama

Jabatan |
L NP | Pengat gl T Funasional Tm

|1| Endang Widaynti, SE., Ak, MSi. | 197103112000032008 | W | Inspektur Pembantu IV Waki

Persinggungjawab

Untuk

. Melakukan Evaluasl AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah d Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Petemnakan Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas Sosial Provinsl Sumatera Selatan

. Tujuan perjalanan dalam Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan tugas selama

2 (dua) hari - TMT : 15 Juli s.d 16 Juli 2024

- Biaya Kegiatan inl dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan

Pendampingan dan Asistensi Sub Keglatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasl dan
Penilalan Reformasl Birokrasi Kede Rekening 6.01.003.002.002

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

melalul Sekretarls Inspektorat 'rovinsl Sumatera Selatan.

» Melaksanakan perintah Inl dengan sebalk-balknya dan penuh tanggung jawab,

Dikeluarkan di i Palemba
Pada tanggal P2 Xk 2024

R

rylnﬁiﬂm'mm RA SELATAN,
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T &

H.KURNIAWAN, AP., M.Si

Pembina Utama Madya (1V/d)
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.jtprov-sumsel.com

SURAT TUGAS
NOMOR : 700/4)¢2 | /ST/TTDAPROV.IV/2024

Dasar : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsl Sumatera
Selatan;

2. Peraturan Gubermur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, Uralan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;

3. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor BOO/OC4/KPTS/
ITDAPROV/2024 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024,

MEMERINTAHKAN :

. Jabatan
N Nama NIP Panglat Struktural / Fungsional Tim
1| H). Ervina Aprillyani, S.E., MM, Ak 198504052008022001| IV/a Auditor Madya Pengendali Teknis |
2, S Utami Ningsih, 5.E., M.5l. Ak 198011272010012007 | IIl/d Auditor Muda Ketua Tim
' 3] Andry Agustinus Umbara, S.H. 197708102010011011| 1ii/d Investigator Anggota Tim__|
4| Frans Barnas, S.H. 197603092012121001 ] Ml/c PPUPD Muda Anggota Tim__|
Untuk : 1. Melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasl Perangkat Daerah dl Ungkungan

Pemerintah Provinsl Sumatera Selatan, yaitu :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsl Sumatera Selatan
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3. Dinas Soslal Provinsi Sumatera Selatan

2. Tujuan perjalanan dalam Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan tugas selama
7 (tujuh) harl - TMT : 08 Juli s.d 16 Jull 2024

3. Blaya Keglatan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Inspektorat Daerah Provinsl Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Kegilatan
Pendampingan dan Asistensi Sub Keglatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan
Penilaian Reformasl Birokrasi Kede Rekening 6.01.003.002.002

4. Melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsl Sumatera Selatan
melalul Sekretaris Inspektorat Provins| Sumatera Selatan.

5. Melaksanakan perintah Inl dengan sebaik-balknya dan penuh tanggung jawab.,

Dikeluarkan di : Palembang
Padatanggal : OoF Ul 2024

, AP., M.SI

a Madya (Iv/d)
171995011001



SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/ n?-!ITDA.P'RUV.N!M-i
Tanggal : LP ;.:?W 2024

PALEMBANG
2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

JI. Ade Irma Nasution Telp. 354221 - Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : / / / 12024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak
terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas
Inspektur Nomor 700/00521/STATDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024.
Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil
evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan
pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai
implementasi SAKIP sehingga evaluatan dapat mengetahui sejauh mana evaluasi
atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2024 adalah sebagai berikut

Komponen Bobot | Total Nilai | Tahun lalu
Kompone | Tahun 2024 2023
Perencanaan Kineria 30 29,29 . 24,23
Pengukuran Kinerja 30 28,00 26,70
Pelaporan Kinerja 15 14,44 11,99
FEvaluasi Akuntabilitas Kinerja 25 14,79 23,96
Nilai Akuntabilitas Kineria 100 | 86,52 85,84

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan
hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut 86,52
(delapan puluh enam koma lima puluh dua) termasuk dalam kategori “A"

(Memuaskan).



:ﬁhnr:lwm udkaa:-\n pem"-nbam Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan
dilakukan sampai level eselo tahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah
Pangan dan Pete n IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan

makan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah 85,84

(delapan pul:]r_i lima koma delapan puluh empat) masuk dalam kategori “A”

Kagisr;mgumﬂan tem'la kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses
pe naan evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan
laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan
B?"mkﬂﬁnm Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

nas hanan Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan tahun
mendatang.

INSPEKTUR

H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LN ;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pernanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi;

4.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021
tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;

5.Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00521/STATDAPROV.IV/2024 tanggal
05 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan
yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan



BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sister Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LN ;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021
tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;

5.Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00521/ST NTDAPROV.IV/2024 tanggal
05 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerfja merupakan salah satu strategi untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan
yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan



evaluasi AKIP

Pendayagunaan A’!’;:Q sudah - diatur  dalam Peraturan Menteri
Indonesia Nomor 88 th:.:ﬂ ':l;ﬂﬂrﬂ Dan Reformasi Birokrasi Republik
Instansi Pemerintah. 21 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

C. Tujuan Evaluasi

2:?;::::::;:{::? ;::(lll-lsm AKIP adalah untuk mengetahui sejauh
esingkaten ; dilaks..anakan. serta untuk mendorong

PRI | Pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan

berorientasi thSH* sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk

bErkamltmen_ dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil)

yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai

dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan

sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil

evaluasi dan kebijakan pimpinan instansifunit kerja yang diberi

wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan

berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP

setiap tahunnya adalah minimal untuk:

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP

Menilai tingkat implementasi SAKIP

Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan

Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

nAwN

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk
mewuijudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitafs atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan ‘kinana serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya yang mambenkaq dampak !:aaar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam m_ancap&i kinerja berikutnya.

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kiﬂﬂl']ﬂ' internal yang mefnben“kan
dampak dalam peningkatan implementast SAKIP untuk efektifitas dan

efisiensi kinerja .
5. Penilaian capaian kinef]
lainnya.

a atas output maupun oufcome serta kinerja



E. Metodologi dan Teknik Evaluasj

Metodologi yang da :

o mEtOdeg?kuaTita;tﬁliunakan d.alam €valuasi AKIP adalah kombinasi
kepraktisan dan kﬁguna:n huanitatf dengan mempertimbangkan segi
dengan tujuan evalyas; . {kemanfﬂat’"“} karena akan disesuaikan
kendala yang ada. Dala:-.m:,g t‘?"*’f’h ditetapkan dan mempertimbangkan
evaluasi AKIP, aktivitas E'-Jalual N, evaluator perlu menjelaskan tujuan
akan ditemukan dalam 3! yang akan dilakukan, seita kendala yang

dalam evaluasi yang d ;z:!::si kepada pihak yang dievaluasi. Teknik
adalah : an dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini

1. E“heklist Pengump_ulan Data dan Informasi
m.::‘u;::::: teknik Peéngumpulan data dan informasi dengan
y an serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang

T‘Eﬁga‘:"si ISEE-.:;‘ d{ljp::::::t u’l::bierangkat Daerah secara mandiri (mengisi
- uhan data dan informasi berisi daftar
dokumen.
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan
dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan
informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi
dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara
secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia
seperti telepon, chat, ataupun digital meetling.
3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi depgan
melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas

yang berlangsung pada perangkat daerah.

i h
. Umum Organisasi Perangkat Daera
i g:'r‘;gz;:an Peratll;gan Gubernur Sumatera Selatan Nomeor 69 tahun

isasi ian Tugas dan Fungsi Dinas
sunan Organisasi, UTBIEI'! .
fig:aﬁhazeanr:a;gn;al:l dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan sebagal

berikut :

1.Tugas
Dinas Ketahana

mernpunyai tug
pemerintahan ya
pembantuan di b
urusan peternakan

Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
n ren pantu Gubernur menyelenggarakan urusan
" mer'::di kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas
ni?:jn;nlkatahanan pangan dan bidang pertanian sub
a "



2.Fungsi

Dinas Ketahanan Panga
n .
mempunyai fungs; ; Ngan dan Petemakan Provinsi Sumatera Selatan

a.

. penyelenggaraan  kebijakan  di bidang

perumusan ii e
pangan diat:: b1%akan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
) Usl pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi
msi, keamanan Pangan produksi peternakan, kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner:

: ketersediaan pangan,
erawanan  pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman  konsumsi, keamanan pangan produksi
peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. pengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

f.

g. pembinaan administrasi
h.

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
penganekaragaman pangan, konsumsi, cadangan pangan, keamanan

pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner,

. penyelenggaraan peningkatan kualtas sumber daya manusia

pangan, di bidang ketersediaan pangan, kerawanan distribusi
penganekaragaman pangan, konsumsi, cadangan keamanan pangan,
pangan produksi petemakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner,

. penyelenggaraan pemantauan, pelaporan penyelenggaraan

pengawasan, evaluasi dan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi, keamanan pangan produksi petemakan, kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner,
pengkmrdinasian penatausahaan,

ilik ara daerah;
barang milik neg Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan

nasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

pemanfaatan dan pengamanan

pelaksanaan tugas kedi

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a.

b.

VISI ]
« sumsel Maju untuk Semua

MIS| konomi kerakyatan,

berbasis € y
sumatera Selatan ; .

Memha.ngun sektor pertanian. industr, pMI{M yang tangguh
yang dlduklll';gsi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan
untuk menga

maupun di pedesaan.



|

G Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebel
umnya

a elern

pmw‘msi Sumatera Se

belumnya yait latan atas rekomendasi E

sebe ya yaitu Tahun 2023 sebagai berik i Evaluasi AKIP Tahun
Ikut:

o ————

——
No

L

Rekomendasi

| —

Eval Lanjut |
uasi / Hasll Tindak Lanjut

Menyusun Dokumen data kinerja, ya
relevan untuk mengukur capaian ;ci::er!g
serta melakukan pengukuran kine?ja
secara berkala (terus menerus dengan
interval waktu yang relatif sama) yang di
tuangkan dalam Rencana Aksi atas
Kinerja

Telah dilakukan tindak lanjut
dalam melakukan Menyusun
Dokumen data kinerja, Yang
relevan untuk mengukur capaian
kinerja serta melakukan
pengukuran kinerja secara berkala
dalam bentuk Rencana Aksi

(Selesai telah ditindaklanjuti)

Melakukan pengukuran data kinerja yang
dikumpulkan telah sepenuhnya relevan

Telah dilakukan pengumpulan
data  kineja ke seluruh

e

sehingga dapat  mengukur capaian | Bidang/UPTD Dinas Ketahanan
kinerja yang diharapkan Pangan dan Peternakan Provinsi
Sumatera Selatan sehingga dapat
diukur capaian kinerja yang
diharapkan (Selesai telah

ditindaklanjuti)

3 | Melakukan penyusunan dokumen | Telah ~ menyusun dokumen
pengukuran kinerja sepenuhnya pengukuran kinerja dari hasil
sehingga dapat memahami dan peduli evaluasi target kinerja Dinas
atas hasil pengukuran kinerja Ketahanan Pangan dan

Peternakan Provinsi Sumatera

Selatan (Selesai telah

ditindaklanjuti)
/_//—/‘".__-—-—-.--—'__

2 | Melakukan pengukuran kinerja hanya A?:an' gitingkatkan pengukuran
menggunakan excel untuk dapat kmfaqa. dangan menggunakan
ditingkatkan menggunakan aplikasi aplikasi website (dalam proses)
wabsﬂa/ |nfgmasi Laporan kinerja

5 | Manfaatkan informas phe .Iap?;::: dimanfaatkan oleh pimpinan dan
kinerja agar menjadi perhatian s awai agar menjadi lebih baik
dan seluruh pegawai (proses penyampaian]

[



[Melakukan  Tindak  Taoo———

+ Lanjt atas [ Telah diakakanTndak Lanjut atas

Rekomendasi hasil Evaluasi | Rekomendasi hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal Tahyn 2022 | Akuntabilitas ~ Kinerja  Internal
Tahun 2022 (Selesai telah
ditindaklanjuti)

Melakukan

Penyampaian dokumen
Laporan kinerja ke Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan tepat waktu

Akan sampaikan dokumen laporan
kinerja Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
tepat waktu (proses penyampaian)




komponen evaluasi sebagai berikut:

Kﬂmmn_&hﬁ_ﬁw
Komponen ': qeiin [Nahur e
rencanaan Kinerja —-—-____ﬁ______ahun 2024 2023
ngukuran Kinerja 30 29,29 24,23
elaporan Kinerja 45 28,00 26,70
aluasi Akuntabilitas Kinerja 2 1:-;45 g .g:
100 8652 | 8584

Hasil evaluasi tahun 2024 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil

evaluasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peru

bahan bobot komponen

dan sub komponen serta kriteria penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N
Tentang Evaluasi A Was Kineda g omor B8 Tahun 2021

A. Hasil Evaluasi
1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencaanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubemur Sumatera
Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen perencanaan
kinerja jangka menengah dan jangka pendek telah dipublikasikan melalui
Website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera

Selatan tepat waktu.

. Pengukuran Kinerja k
Dalam pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Fapg::m-:::; r?atﬂman-::-
Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Fg,ﬂne,bem ur
Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman D

; i Pemerintah Provinsi Sumatera
Indikator Kinerja Utama di Ilngllml'!'iili(‘i"z:;'a nan Pangan dan Peternakan

" " - ha

n kinerja Dinas Pulemenen
Seltan. Pongukuran Kned DL ongupuian daa ket 1
memanfaatkan Teknologi In



3. Pelaporan Kinerja

ga;i?;sfeslapnran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
P;ndayagul:g:;m: Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri
Lot Noes Spaar?ur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Kineria. Pel _Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

inerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2023 dan membuat Laporan Kinerja secara berkala serta
telah menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera

Selatan melalui Biro Organisasi Sekretari k.
Selatan dengan tepat waktu, ariat Daerah Provinsi Sumatera

. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemnal

Dalam melakukan Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah
mempedn_mam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Ftefanngsl Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melakukan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemnal Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Selatan belum dilaksanakan oleh SDM
yang memadai dan pendalaman evaluasi yang memadai sehingga hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemnal belum dimanfaatkan dalam
mendukung efektifitas dan efisiensi kinerfja pada Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rekomendasi

1)
2)

3)
4)

5)

Membuat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja.

Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka
menengah serta menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Internal dilaksanakan dengan pendalaman memadai.

Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan
tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja
internal serta memanfaatkan hasil evaluasi dalam mendukung
efektivitas dan efisiensi kinerja dimasa yang akan datang.
Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun

2023 yang masih dalam proses penyelesaian



BAB Il

Penyelenggaraan SAKIP

it snablias ke prang oo Penpratrapors v
l|'i(in|ai]'a| dan anggara ?,annpgenﬁp?'aﬂ kinerja sesuai deF;'. :n Eel'tangguﬁg jawab
Oleh karena itu pen: ada telih dialokasikan untuk mmfn;i aRimen ;ﬂf;anjian
Ji oy canya komimen yang laxat dar pinyi ng perangkat daerah.
rnrias AP d ! o s snngs et o
instansi dapat tBI'C-El:gi. . ne:.gl antar unit kerja dalam nrgantsasr: v asl kepfada
dan meningkatka optimal yang pada akhimya memperbaiki manaj g, ted
ningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah seca ajemen kinerja
Pembenan reward dan punishment dapat mendorong da ra berkelanjutan.

A.Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AK Di
Pangan dan Petemakan Provinsi Sumatera Seflatalrlr}TgTu?n Elt:l)lzrfsadg?a?h:a:;
(delapan puluh enam koma lima puluh dua) termasuk dalam kategori "A"
(Memuaskan) :dengan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah 85,84 (delapan puluh
lima koma delapan puluh empat) masuk dalam kategori “A” (Memuaskan),
namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan
n sub penilaian sebagainmaPeraturEIMenteﬁ Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B.Saran
Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti.
Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik,
meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga rpanlngkatkan h_asll
penilaian AKIP dimasa yang akan datang sehingga laporan ini dapat memberikan
informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera n.




